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ABSTRAK 
 
Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang 
pemungutannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak restoran adalah pajak 
yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh rstoran yang meliputi 
pelayanan penjualan makanan/minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi 
langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Jenis restoran yang 
dikenakan pajak adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan dilatarbelakangi oleh 
pemungutan pajak restoran yang masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya 
kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan 
suatu penegakan hukum terhadap perilaku wajib pajak tersebut. Sehingga penulis 
ingin membahas tentang Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Restoran 
Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Perumusan masalah 
yang dibahas adalah bagaimana penegakan hukum dalam pemungutan pajak 
restoran di Kabupaten Tanah Datar dan yang menjadi kendala dalam penegakan 
saat pemungutan pajak restoran dan solusi yang dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Penulis 
menggunakan metode penelitian yuridis empiris terkait pengumpulan data dan 
wawancara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, 
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara Self 
Assesment System. Pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak restoran 
dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak 
tidak patuh dalam membayarkan pajaknya dengan alasan tidak sanggupnya 
mereka membayar pajak. Sedangkan penegakan sanksi dalam pemungutan 
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran di 
Kabupaten Tanah Datar belum dapat dilakukan karena belum adanya Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil sebagai SDM yang melakukan penegakan hukum serta 
belum adanya peraturan bupati mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
Artinya penegakan hukum pemungutan pajak restoran belum terlaksana dan 
belum dapat diterapkan di Kabupaten Tanah Datar. 
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